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ABSTRAK 

Dalam hukum perkawinan, sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan 
seseorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam 
berhubungan untuk menjaga keturunan. Al-Qur’an menerangkan bahwa diantara 
wanita yang haram untuk dinikahi, karena terhitung sebagai mahram adalah 
perempuan-perempuan yang masih terikat hubungan susuan (ra�ā’ah). Hal ini 
menjadi dasar bagi Kompilasi Hukum Islam yang juga menerangkan tentang 
larangan kawin dengan orang-orang tertentu karena pertalian nasab, pertalian 
kerabat semenda, pertalian sesusuan. 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang larangan perkawinan karena 
sepersusuan hal ini termaktub dalam Pasal 39 Ayat 3, dalam pasal tersebut 
menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang 
melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena 
pertalian sepersusuan, tetapi dalam penyebutan pasal tersebut tidak menjelaskan 
seberapa kadar susuan yang menyebabkan larangan perkawinan sepersusuan. Dari 
uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti seberapa intensitas 
penyusuan yang dapat menjadikan hubungan mahram sepersusuan dalam Pasal 39 
Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
intensitas penyusuan dalam Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. 

Metode penelitian yang penyusun gunakan bersifat deskriptif-analitik, 
yang dipergunakan untuk menguraikan dan menganalisa intensitas penyusuan 
yang tersirat dalam Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitaian 
ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, normatif digunakan 
dalam hal penyesuaian dan perbandingan dengan teks-teks dan norma-norma 
dasar hukum Islam sedangkan yuridis digunakan untuk mengetahui hukum positif 
yang mengatur tentang larangan perkawinan sepersusuan. 

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah, dalam Kompilasi Hukum 
Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kadar susuan yang dapat 
menyebabkan terjadinya hubungan mahram sepersusuan namun melihat dari 
perumusuan Kompilasi Hukum Islam bersumber pada kitab fiqh Syafi’iyah maka 
kadar susuan yang tersirat dalam pasal tersebut yaitu mengikuti madzhab Syafi’I, 
yaitu lima kali hisapan (susuan). Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan 
kadar susuan itu ada yang berpendapat sedikit banyak tetap menjadikan mahram, 
satu kali dua kali tidak dapat menjadikan mahram, dan ada juga minimal lima kali 
susuan dapat menjadikan mahram. Dengan demikian Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi 
Hukum Islam harus lebih terperinci menjelaskan tentang kadar susuan agar tidak 
terjadi kesalahfahaman dan kerancuan terhadap masalah ra�ā’ah, dikalangan 
masyarakat awam. 
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MOTTO 

 

ناسلأنفعهم ل  
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lainlainlainlain) 
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KATA PENGANTAR 

    بسم الله الرّ حمن الرّحيمبسم الله الرّ حمن الرّحيمبسم الله الرّ حمن الرّحيمبسم الله الرّ حمن الرّحيم

            الله وعلىالله وعلىالله وعلىالله وعلى    الحمد � والشّكر � ، والصّلاة والسّلام على سـيّد� محمدّ بن عبدالحمد � والشّكر � ، والصّلاة والسّلام على سـيّد� محمدّ بن عبدالحمد � والشّكر � ، والصّلاة والسّلام على سـيّد� محمدّ بن عبدالحمد � والشّكر � ، والصّلاة والسّلام على سـيّد� محمدّ بن عبد
    . . . . أمّا بعدأمّا بعدأمّا بعدأمّا بعد    العليّ العظيم،العليّ العظيم،العليّ العظيم،العليّ العظيم،    ، فلا حول ولا قوّة إلاّ - �، فلا حول ولا قوّة إلاّ - �، فلا حول ولا قوّة إلاّ - �، فلا حول ولا قوّة إلاّ - �, وأصحا به ومن تبعه, وأصحا به ومن تبعه, وأصحا به ومن تبعه, وأصحا به ومن تبعهاااا

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang 
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dan para pengikut beliau. 
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ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun 

harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan. 

8. Saudara-sadaraku tercinta. Terimakasih atas semuanya. Baik dukungan 

moril maupun materil, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku 
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mengembangkan pola pikir yang telah dikonstruksi selama ini. 

10. Teman-teman AS angkatan 2011. Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. 
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tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena 

itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 
A. Konsonan Tunggal 
 

 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا
Tidak 

dilambangkan 
 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ح
Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 śāl ś ذ
Z (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Tâ’ ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ’ ẓ ظ
Zet (denagn titik di 

bawah) 



  
 

xii 

 

A‘ ع īn ‘ Koma terbalik ke atas 

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

  Ha’ H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah ُ*َ)َ'&%دَة

 Ditulis ‘iddah ِ-&+ة

 

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya.    

./َ1ْ2ِ Ditulis ḥikmah 

.3َ4ْ5ِ Ditulis Jizyah  

 

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al’ sertta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā آََ;اَ*ُ. ا9َ8ْو67َ8ِْء
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3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥdan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زَآ6َةُ ا8ِْ<ْ=ِ;

 

D.D.D.D. Vokal PendekVokal PendekVokal PendekVokal Pendek    

 fatḥaḥ Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I    ـِ

 ḍammah Ditulis U ـُ

    

E.E.E.E. Vokal PanjangVokal PanjangVokal PanjangVokal Panjang    

1 
fatḥaḥ+alif 

 65َهِِ?7+.
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
jāhiliyyah 

2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

ABَCْDَ 
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
Tansā 

3 
Kasrah+ya’ Mati 

E3ْ;َِآ 
Ditulis 
Ditulis 

Ῑ 
karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 Fُُ;وض
Ditulis 
Ditulis 

Ū 
furūḍ 

    

F.F.F.F. Vokal RangkapVokal RangkapVokal RangkapVokal Rangkap    

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

Eْ1ُCَ7ْGَ 
Ditulis 
Ditulis 

Ai  
bainakum  

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

 HْIَل
Ditulis 
Ditulis 

Au 
Qaul 

    

G.G.G.G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kataVokal pendek yang berurutan dalam satu kataVokal pendek yang berurutan dalam satu kataVokal pendek yang berurutan dalam satu kata    

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘). 

1 E(ُJَْأَأ Ditulis a’antum 

2 EْDُ;ْ1َLَ MْNِ8َ Ditulis La’in syakartum 
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H.H.H.H. Kata Sandang AlKata Sandang AlKata Sandang AlKata Sandang Alīf+Lf+Lf+Lf+Lāmmmm    

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān أO;ْPُ8َْن

 67َPِ8ْO Ditulis Al-Qiyāsس

 
2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā اB8َ+َ/6َء

Q/ْ+R8َا Ditulis as-Syams 

 

I.I.I.I. Huruf BesarHuruf BesarHuruf BesarHuruf Besar    

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

 

J.J.J.J. Penulisan kataPenulisan kataPenulisan kataPenulisan kata----kata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimat    

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis śawȋ al-furūḍ ذَوِى ا8ُْ<ُ;وْض

.+CTB8ا Uِْأَه Ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamīn selalu memperhatikan 

nilai-nilai ajarannya. Ajaran serta aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam 

sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umatnya, terutama dalam hal 

perkawinan. Dalam hukum perkawinan, sebelum dilangsungkannya suatu 

perkawinan seseorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan 

dalam berhubungan untuk menjaga keturunan (Hifẓ an-Nasl). 

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di 

sebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.1 Perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam al-

Qur’an dan as-Sunah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula 

dengan hukum negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut 

hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syaratnya.2 

Lembaga perkawinan dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah ikatan 

lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sering di ungkapkan sebagai 

                                                
1 Pasal 1 Ayat (1). 

2 Syamsul Falah dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia 2011). 
Hlm. 30-31. 
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miṡaqan galīdan (ikatan yang kokoh) dan melaksanakannya merupakan 

suatu ibadah, demikian di ungkap oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.3 

Ungkapan ini tersebut dalam al-Qur’an sebagai kata kunci yang membedakan 

lembaga perkawinan dalam Islam dengan lembaga perkawinan jahiliah. 

Begitu sucinya ikatan perkawinan ini, sehingga dialog mengenai 

perkawinan ditunjukan kepada semua anggota masyarakat, karena baik 

buruknya atau sehat dan tidaknya masyarakat tergantung pada masalah 

tersebut.4 

Karena begitu tinggi dan sucinya lembaga perkawinan dalam 

transformasi struktur budaya masyarakat muslim, Allah Swt telah 

memberikan ketentuan yang di syariatkan untuk menjaga kesucian lembaga 

perkawinan ini. Ketentuan ini berupa syarat-syarat sebuah perkawinan dan 

juga hal-hal yang menjadi larangan bagi pasangan calon mempelai. Mengenai 

hal ini disebutkan dalam al-Qur’an. 

����� ��	
ا���  ا�خ و���ت �� و���تأّ������ و������ وأ��ا��� و�ّ��� و�� 

� وأ���	ّ�  ٥ .ّ��� ��� ا�ّ#�" أر� ��� وأ��ا��� �� ا

Dari ayat ini secara gamblang al-Qur’an menerangkan bahwa diantara 

wanita yang haram untuk dinikahi, karena terhitung sebagai mahram adalah 

perempuan-perempuan yang masih terikat hubungan susuan (raḍā’ah). Hal 

                                                
3 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt) hlm. 180. 

4 Abbas Mahmud al-‘Aqqad, Filsafat Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) hlm. 180. 

5 An-Nisa (4): 23. 
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ini menjadi dasar bagi KHI yang juga menerangkan tentang larangan kawin 

dengan orang-orang tertentu karena pertalian nasab, pertalian kerabat 

semenda, pertalian sesusuan.6 

Dalam Hadis Nabi juga menegaskan akan keharaman nikah karena 

hubungan sesusuan ini. Hadis ini berbunyi: 

	�� �� )'	م �� ا���دة)'	م �� ا���.
7

 

Dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk larangan perkawinan, yaitu 

larangan perkawinan untuk selamanya (mu’abbad) dan larangan perkawinan 

yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu 

(muwaqqat).8 Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan 

syarat yang telah ditentukan, belum tentu karena masih ada hal yang dapat 

menghalangi suatu perkawinan.9 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 menyebutkan bahwa seorang 

pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh 

beberapa hal.  

 

                                                
6 KHI Impres No. 1 Tahun 1991 Pasal 39. 

7 Yaḥya Bin Syaraf an-Nawawī, Saḥīḥ Muslim Bisyarhi an-Nawawī, Libanon: Dār al-
kutub al-‘ilmiyah, 2010), IX:17. Hadis nomor 1444, “Kitāb ar-Raḍa’i” “Bāb Yahrumu min ar-
Raḍā’ati Mā Yahrumu min al-Wilādati.” Hadis dari ‘Aisyah, sanadnya ṣahih. 

8 As-Sayyid Sābiq, Fiqhu as-Sunnah, (Dar al-Fikr, Beirut: 1977), II: 46.  

9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.109-110. 
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Pasal 3910 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita disebabkan: 

1. Karena pertalian Nasab : 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya; 
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; 

2. Karena pertalian kerabat semenda; 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 

istrinya; 
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang 

menurunkannya; 
c. Dengan seorang keturunan  istri atau bekas istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu 
qabla ad-dukhul; 

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya; 
3. Karena pertalian sepersusuan 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 
garis lurus keatas; 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 
garis lurus kebawah; 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan 
sesusuan kebawah; 

d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunananya 
 

Dalam hal ketentuan larangan perkawinan sesusuan, al-Qur’an dan as-

Sunnah menjelaskan secara global, Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini 

mengatur beberapa ketentuan mengenai larangan perkawinan seperti yang 

dijelaskan dalam pasal 39.  

Dalam pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi: 

1. Karena pertalian sepersusuan 
a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 

garis lurus keatas; 
b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 

garis lurus kebawah; 

                                                
10 Kompilasi Hukum Islam Pasal 39. 
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c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan 
sesusuan kebawah; 

d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunananya 
 

Penulis menilai pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu 

tidak menjelaskan secara detail tentang kadar susuan yang menyebabkan 

terjadi hubungan mahram yang dapat menghalangi seorang pria dan wanita 

melakukan perkawinan.  

Dengan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa perlu 

untuk mengkaji lebih jauh mengenai larangan perkawinan sepersusuan, yang 

akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul. “ Intensitas 

Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan (Analisis Pasal 39 ayat 

3 Kompilasi Hukum Islam)”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah dan 

sistematis, penulis merumuskan pokok permaslahannya sebagai berikut: 

1. Seberapa intensitas penyusuan dalam larangan perkawinan 

sepersususuan Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam? 

2. Tinjuan hukum Islam terhadap intensitas penyusuan dalam Pasal 39 

Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. 
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C. Tujuan Kegunaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan intensitas penyusuan dalam larangan perkawinan 

sepersusuan dalam Kompilasi Hukum Islam. 

2. Mengetahui intensitas penyusuan yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat 3 

Kompilasi Hukum Islam di tinjau dari hukum Islam. 

Kegunaan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan Hukum Islam, terutama 

mengenai Intensitas Penyusuan dalam larangan perkawinan sesusuan 

(Analisis Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam). 

2. Memberi sumbangan khazanah Keilmuan terkait Seputar Hukum 

Keluarga mengenai larangan perkawinan sesusuan secara detail. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang 

ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas raḍā’ah, antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fathul Mardiyah, yang berjudul 

“Rada’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm”. Skripsi ini 

meneliti tentang pendapat Ibnu Hazm tentang sifat rada’ah yang menjadi 

sebab keharaman nikah dan metode istimbat hukum yang digunakan serta 
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bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm tersebut dengan konteks kekinian.11 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, sifat raṡā’ah, yang 

menyebabkan keharaman nikah adalah rada’ah yang dilakukan dengan cara 

langsung mengisap payudara, minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan 

dapat mendatangkan rasa kenyang, tidak ada batasan usia dalam penyusuan 

yang menjadikan larangan nikah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa raṡā’ah 

yang menjadi sebab keharaman nikah hanyalah melalui cara menetek, dengan 

menggunakan hadis-hadis yang dianggap sahih. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Chafit, yang berjudul 

“Larangan Karena Hubungan Susuan (Prespektif Filsafat Hukum Islam)”. 

Skripsi ini meneliti tentang apakah karakter dan prinsip hukum Islam dalam 

larangan kawin karena hubungan raṡā’ah dari sisi ontologi hukum Islam, 

serta apakah hikmah dan asrar hukum larangan kawin karena hubungan 

raḍā’ah dalam ranah aksiologi.12 Hasil penelitian menjelasan bahwa karakter 

hukum Islam adalah, kesempurnaan, universal, dinamisasi, elastisitas, dan 

menunjukan bahwa hukum Islam bersifat ta’aqquli. Selain karakter hukum 

Islam yang terkandung di dalam ketentuan larangan kawin karena hubungan 

sesusuan, dapat pula ditemukan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu bahwa 

ketentuan larangan kawin karena raṡā’ah ini sama sekali tidak memberatkan 

umat Islam dan memberikan maslahat bagi kehidupan manusia. 

                                                
11 Fathatul Mardiyah, “Raḍā’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Ḥazm“. 

Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyaarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2004). 

12 Abdullah Chafit, “Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan (Prespektif Filsafat 
Hukum Islam)”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2005). 
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Ketiga, skripsi ditulis oleh Hizmiati, yang berjudul “Perkawinan Antar 

Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wanasaba, 

Kabupaten Lombok Timur)”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana dasar 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak 

perkawinan antar kerabat sesusuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu 

dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan.13 Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukum penghulu dalam menolak 

perkawinan antar kerabat sesusuan yang terjadi di Wanasaba Lombok Timur 

adalah penghulu berpendapat bahwa dalil-dalil al-Qur’an hadis terkait 

masalah raḍā’ah tentang larangan perkawinan karena hubungan sesusuan 

tidak hanya berlaku bagi keturunan pihak perempuan saja, melainkan berlaku 

juga bagi pihak laki-laki saudara sesusuan. Dasar dan pertimbangan hukum 

yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat 

sesusuan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, 

karena selain tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-undang Perkawinan juga terdapat unsur kemaslahatan 

didalamnya, yakni untuk menjaga keturunan bagi pelaku perkawina tersebut 

dan sudah sesuai dengan maqasyid syarī’ah. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aliyyatul Ma’rufah, yang berjudul 

“Batasan-batasan Rada’ah Yang Menyebabkan Hubungan Mahram (Studi 

                                                
13 Hizmiati, Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama 

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur). Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah 
dan Hukum, 2014). 
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Analisis Pendapat Syaltut)”. Skripsi ini meneliti tentang konsep raṡā’ah 

menurut pandangan Mahmud Syaltut serta istimbat hukumnya dan relefansi 

pendapat Mahmud Syaltut dengan fenomena munculnya Bank ASI.14 Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa dalam konteks raḍā’ah, Mahmud syaltut 

berpendapat bahwa pada kata ummahat diartikan sebagai rasa keibuan yang 

dapat menimbulkan kasih sayang dan rindu. Pendapat tersebut sangat relevan 

dengan fenomena Bank ASI dimana beliau tidak memberikan batasan hisapan 

yang dapat menjadikan hubungan mahram, akan tetapi hanya memberikan 

syarat sesusuan itu menimbulkan rasa rindu dan rasa keibuan antara bayi 

dengan ibu yang menyusui, lima kali hisapan merupakan batasan minimalnya 

sedangkan dua tahun adalah batasan maksimalnya. 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Tati Farikha, yang berjudul, 

“Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Raḍa”. Skripsi ini meneliti tentang 

implikasi bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang pernikahan 

karena adanya hubungan susuan (mahram raḍa’).15 Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa, implikasi Bank ASI terhadap mahram rada’ adalah 

proses penyusuan yang terjadi dalam bank ASI tidak dapat mengharamkan 

pernikahan karena hubungan susuan bagi para pengguna bank ASI. Karena 

alasan (illat) dari diharamkannya menikah karena hubungan susuan adalah hal 

itu dapat menyebabkan tumbuhnya rasa kekeluargaan. Proses penyusuan yang 
                                                

14 Aliyyatul Ma’rufah, “Batasan-batasan rada’ah Yang Menyebabkan Hubungan 
Mahram (Studi Analisis Pendapat Mahmud Syaltut)”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 
Fakultas Syariah dan Hukum, 2007). 

15 Tati Farikha, Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Raḍa’. Skripsi tidak diterbitkan, 
(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007). 
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dapat menimbulkan rasa tersebut hanya bisa terjadi apabila proses 

penyusuannya dilakukan secara langsung, yaitu bayi langsung menghisap dari 

tetek sang ibu. Oleh karena itu proses penyusuan melalui bank ASI tidak 

dapat menimbulkan rasa kekeluargaan antara yang memberikan ASI dan yang 

menerima ASI. 

Berdasarkan beberapa telaah yang penyusun paparkan di atas, 

penyusun mengambil kesimpulan bahwa topik yang penyusun angkat belum 

pernah diteliti sebelumnya. Perbedaannya dengan penelitian-penelitian di atas 

adalah pendapat ulama terkait proses penyusuan melalui Bank ASI, kadar atau 

batasan raḍā’ah dan sifat raḍā’ah dan pendapat penghulu tentang raḍā’ah 

yang dapat menyebabkan haramnya menikah. Sedangkan penelitian dilakukan 

penyusun adalah sebarapa banyak intensitas penyusuan dalam larangana 

perkawinan sesusuan dengan menganalisa pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum 

Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadi topik intensitas dalam 

sesusuan dengan judul “Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan 

Sepersusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)”. 

E. Kerangka Teoritik 

Agar penelitian ini memiliki pijakan metodologis yang kuat, maka 

berikut ini akan dikemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan denagn 

obyek pembahasan. 

Perkawinan adalah suatu cara yang ditentukan Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun demikian, 
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perkawinan dalam ajaran Islam tidak menitik beratkan pada kebutuhan 

biologis semata, akan tetapi perkawinan adalah suatu ibadah dan berarti 

pelaksanaan perintah Allah sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada 

khaliknya.16 Persoalan perkawinan telah diatur sedemikian rapi oleh Islam, 

karena perkawinan merupakan institusi suci yang mutlaq harus diikuti dan 

dipelihara. Perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus 

dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan merupaan dasar bagi sahnya 

perkawinan.17 Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu wanita yang akan 

dinikahi oleh seorang laki-laki adalah wanita yang halal untuk dinikahi.  

Berkaitan dengan masalah perkawianan dalam hukum Islam, terdapat 

dua bentuk larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya 

(mu’abbad) dan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu 

disebabkan oleh hal tertentu (muwaqqat).18 Meskipun suatu perkawinan telah 

memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan, belum tentu karena 

masih ada hal yang dapat menghalangi suatu perkawinan.19 

Termasuk masalah raḍā’ah, hubungan persusuan merupakan salah 

satu sebab haramnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Selain 

                                                
16 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 3. 

17 As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14, (Bandung: al-
Ma’rif, 1997), VI: 78. 

18 As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, II: hlm. 46.  

19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.109-110. 
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hubungan raḍā’ah, larangan nikah juga berlaku karena adanya hubungan 

nasab dan hubungan musaharah.20 

Kata raḍa’ menurut bahasa berarti menghisap puting dan meminum 

air susunya. Sedangkan raḍa’ menurut istilah adalah sampainya air susu 

seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana kedalam lubang anak 

kecil. Susuan menjadi faktor penyebab timbulnya ikatan mahram (haram 

dinikahi), karena air susu menumbuhkan daging dan mengukuhkan tulang.21 

Kebolehan menyusukan anak kepada orang lain sudah diatur dalam Firman 

Allah: 

�� ��	���� آ� ���� ��� أراد أن )ّ� ا�
.وا��ا�0ات )	� � أو�ده� 
22

 

Keharaman karena sesusuan ini juga di jelaskan kan dalam hadis yang 

berbunyi:  

� �� )'	م �� ���	�  ٢٣.ا��12)'	م �� ا

Syari’at Islam sesungguhnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang 

membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah melarang perkawinan yang 

                                                
20 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. ke-3, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1993), hlm. 45. 

21 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, 
cet. ke-I (Jakarta: Almahira, 2010), III: 27. 

22 Al-Baqarah (2): 233. 

23 Ῑmām Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Buḥāri, (Libanon: Dār al-kutub al-‘ilmiyah, 2009), II: 168. 
Hadis nomor 2645, “Kitāb as-Syahādah”, “ Bāb as-Syahādati ‘Alā al-Ansābi, wa ar-Raḍā’i al-
Mustafīdi, wal Mauti al-Qadīm.” Hadis dari Muslīm bin Ibrāhīm, sanadnya ṣahih. 
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disebabkan karena hubungan sesusuan demi menjaga keturunan serta akibat-

akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. 

Raḍā’ah dalam wacana fiqh munakahat mempunyai kedudukan yang 

sangat penting, karena menentukan boleh tidaknya menikahi seseorang. 

Dalam al-Qur’an disebutkan larangan untuk menikahi ibu susuan dan saudara 

sepersusuan :  

��� �� وأ ّ��� ��� ا�ّ#�" أر���	ّ�.وأ��ا��� �� ا
24  

Ayat di atas masih bersifat ‘am dan tidak ditemukan taḥsis pada ayat 

berikutnya. Dari sinilah kemudian timbul perbedaan pendapat para ulama 

dalam berbagai hal yang berkaitan dengan raḍā’ah. Perbedaan tersebut antara 

lain dalam menentukan kadar atau jumlah air susu yang diminum oleh 

seorang anak, batas usia menyusu, metode pemberian air susu, ibu yang 

menyesui, dan status dari suami ibu susuan. 

Adapun rukun susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, sir susu, dan bayi 

yang menyusu. Mengenai kadar susuan yang dapat menyebabkan hubungan 

mahram terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama maŜhab. 

Menurut Abu Ḥanifah dan Malik, kadar susuan yang sedikit maupun banyak 

dapat mengharamkan perkawinan. Menurut pendapat Syafi’i, persusuan tidak 

dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram 

antara yang menyusui dan yang disusui, kecuali dengan berlangsungnya 

                                                
24 An-Nisa’ (4): 23. 
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paling sedikit lima kali susuan.25 Sedangkan Ibnu Ḥamdan dan Imam Ahmad 

menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali 

susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu 

Ali Az-Ẓahiry dan Ibnu MuŜakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang 

mengenyangkan.26 

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam 

perundang-undangan, misalnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman 

bagi para penegak hukum yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui 

intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Kompilasi Hukum Islam berperan penting dalam memberikan jawaban atas 

permaslahan-permasalahan yang ada, demi terwujudnya maqāṣid al-syari’ah. 

Mengenai perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena 

hubungan susuan terdapat juga dalam Firman Allah : 

و���ت ا���  و���ت ا�خ ������� و������ وأ��ا��� و�ّ��� و��
	�� ����� أّ�

����	ّ�" �وأ���ت ��6�27 ور� وأ ّ��� ��� ا�ّ#�" أر� ��� وأ��ا��� �� ا���86 ا

�ّ�� �" د���
�9رآ� �� ��6�27 ا ": �� ح �����:# >� ��ّ� :; ن ّ�� ����7ا د��

                                                
25 Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 

hlm. 199-200. 

26 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, cet. ke-4 (Jakarata: Kencana, 2003), 
hlm.107. 
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 �� �(>��� إ ��� وأنأ@#و
#6? أ��� ��6 ا�B�ّ� �� D�E 0F إنّ اC ��9 �ا ��� ا

���
.آ�ن �GHرار
٢٧
  

Nabi Muhammad juga bersabda: 

� �� )'	م �� ا���دة���	�.)'	م �� ا
28

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan di atur 

dalam pasal 39: 29 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita disebabkan: 

1. Karena pertalian Nasab : 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya; 
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; 

2. Karena pertalian kerabat semenda; 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 

istrinya; 
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang 

menurunkannya; 
c. Dengan seorang keturunan  istri atau bekas istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu 
qabla ad-dukhul; 

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya; 
3. Karena pertalian sepersusuan 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 
garis lurus keatas; 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut 
garis lurus kebawah; 

                                                
27 An-Nisa’ (4): 23. 

28 Muslim, Saḥiḥ Muslim, Kitab al-Raḍa’,Hadis nomor 1444 (t.tp. : Dar Ihya al-Kutub 
al’Arabiyah, t.t). Baca juga Abu Dawud, Sunan Abi Dawud,  Kitab al-Nikah, bab fi Raḍā’ah al-
Kabīr, Hadis nomor 2059, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 220. 

29 Kompilasi Hukum Islam Pasal 39. 
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c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan 
sesusuan kebawah; 

d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunananya 

Selain Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No.1 

Tahun 1974 juga mengatur tentang larangan perkawinan yang diatur dalam 

pasal 8.30 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 
ke atas; 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya; 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 
ibu/bapak tiri; 

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi/paman susuan; 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 
seorang; 

f. Mempunyai hubungan yang oelah agamanya atau peraturan lain 
yang berlaku, dilarang kawin. 
 

Hukum Islam telah menjelaskan  ketentuan mengenai larangan 

perkawinan, salah satunya disebabkan oleh susuan (raḍā’ah). Oleh sebab itu, 

untuk menjaga aturan tersebut maka perkawinan sepersusuan tidak 

dibolehkan karena berimplikasi terhadap keharaman menikah. Hal ini 

kejelasan tentang kadar suatu susuan yang dapat menjadikan mahram antara 

seorang pria dan wanita harus dijelaskan secara detail dan diatur lebih lanjut 

dalam sebuah perundang-undangan, agar tidak terjadi hal yang dilarang dan 

ditentukan dalam pelaksanaan perkawinan, demi kemaslahatan bersama 

                                                
30 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8. 
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sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan kemadharatan. Sebagaimana 

dalam kaidah fiqh.  

I��J�� ٣١.درء ا��0K� 0E�Gم ��" >�1 ا

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertangggungjawabkan 

secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta 

menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library 

research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari 

pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya 

yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan larangan perkawinan 

secara umum dan persoalan raḍā’ah secara khusus. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, 

menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji 

dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut.32 

                                                
31 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah Praktis), cet. ke-1, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 27. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-yuridis33 

yaitu:  

a. Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan 

kepada al-Qur’an, Hadis dan kitab-kitab Fiqh dan yang lainnya 

b. Yuridis yaitu pendekatan berdasarkan tata aturan perundang-

undangan yang berlaku, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang mengatur tentang larangan perkawinan sebab 

sepersusuan (raḍā’ah) 

4. Sumber Data 

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penulis 

mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu:  

a. Sumber Data Primer  

Data primer, atau data tangan pertama adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari.34Adapun data primer penelitian ini 

adalah Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                                                                                                 
32 Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1989) hlm. 139. 

33 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 
105.  

34 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.91. 
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Data skunder atau data tangan kedua adalah data yang 

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. Baik berupa RUU, buku-buku, kitab-kitab 

fiqh/informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan 

dibahas. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, 

mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan 

konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu 

analisa dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data tersebut 

dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung di dalamnya 

kemudian ditarik kesimpulan. 

G.G.G.G. Sistematika Pembahasanika Pembahasanika Pembahasanika Pembahasan    

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini, 

penyusun mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis. Maka, 

pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang 

akan dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat Latar belakang 

masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah 

penelitian ini. 
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Bab Kedua, akan membahas secara umum mengenai Larangan-

larangan dalam perkawinan dan raḍā’ah. Bab ini akan menjelaskan tentang 

larangan dalam perkawinan, pengertian rada’ah, syarat dan rukun raḍā’ah, 

dasar hukum raḍā’ah, kadar raḍā’ah yang menyebabkan hubungan mahram 

antara orang yang menyusui dan menyusu, factor keharaman sebab raḍā’ah 

dan hikmah faktor keharaman menikah sebab raḍā’ah. 

Bab Ketiga, selanjutnya akan membahas tentang larangan perkawinan 

sepersusuan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini akan mnejelaskan 

tentang sejarah Kompilasi Hukum Islam meliputi pengertian Kompilasi 

Hukum Islam, latar belakang di terbitkannya Kompilasi Hukum Islam, tujuan 

terbentuknya Kompilasi hukum Islam, proses penyusunan Kompilasi Hukum 

Islam, kriteria penyusuan dalam larangan perkawinan susuan dan dasar syar’i 

larangan perkawinan sepersusuan dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Bab Keempat ini penyusun akan menganalisis pasal 39 ayat 3 

Kompilasi Hukum Islam mengenai intensitas penyusuan yang menyebabkan 

larangan perkawinan sesusuan dengan menganalisa dan menginterpretasikan 

pasal tersebut dan menjelaskan intensitas di tinjau dari hukum Islam.  

Bab Kelima, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi 

dimana didalamnya berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang 

diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukan kepada pihak-

pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru 

dalam bidang Hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun membahas dan menganalisa intensitas penyusuan 

dalam pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan 

sepersusuan, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam 

skripsi ini, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinamika hukum Islam atau bisa disebut dengan dialektika fikih 

terbentuk oleh kombinasi antara wahyu dengan rasio, kombinasi dua 

pradigma tersebut yang mendorong perkembangan pergulatan tradisi 

ijtihad. Sebagaimana dalam masalah-masalah kadar susuan yang dapat 

menyebabkan larangan perkawinan antara orang yang menyusui dan yang 

menyusu ini banyak terjadi khilafiah dikalangan para ulama. Di dalam 

ijtihad untuk memahami segala permasalahan-permaslahan hukum yang 

muncul, para mujtahid memakai nash sebagai rujukan atau menggunakan 

rasio untuk menunjukan illat hukum yang terkandung didalamnya. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 39 Ayat 3 Penyebutan 

batasan kadar susuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada, walaupan 

dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam itu menggunakan sumber 

kitab-kitab fiqh. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan pasal masih 

mengunakan bahasa kitab fiqh dan menjadikan sulit untuk difahami. 
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Namun melihat proyek pelaksanan Kompilasi Hukum Islam melalui jalur 

kitab, dimana kitab-kitab yang diapaki kebanyakan masih termasuk 

madzhab Syafi’iyah maka bisa ditarik kesimpulan bahwa intensitas 

penyusuan dalam Pasal 39 Ayat 3 adalah lima kali isapan, hal ini lebih 

mengacu kepada mazhab Syafi’i. Oleh karena itu pasal 39 ayat 3 ini perlu 

dijelaskan lagi secara terperinci. Agar tujuan pembentukan Kompilasi 

Hukum Islam tersebut lebih mengena kepada masyarakat awam.   

2. Dalam hukum Islam menjelaskan ada perbedaan pendapat mengenai 

kadar susuan dalam penentuan kadar susuan kalangan para ulama, 

diantaranya adalah kalangan ulama Syafi’iyah menurut ulama Syafi’iyah 

kadar susuan yang menyebabkan haram nikah adalah lima kali isapan 

dengan keyakinan, jika ragu dalam jumlah isapan  dan kurang dari lima 

kali isapan, maka menurut mereka itu tidak dapat menyebabkan 

terjadinya hubungan mahram. Sedangkan dalam masalah cara menyusu 

menurut ulama Syafi’iyah jika sibayi menyusu dan sesaat berhenti 

sejenak karena lalai atau yang lainnya, kemudian ia kembali meraih tetek 

ibu susuannya maka hal ini masih di hitung satu kali susuan. Mereka juga 

mengatakan andaikan anak itu mengambil tetek sebelah sampai ASI 

tersebut habis kemudian dia beralih ke tetek yang satunya maka hal ini 

tetap di hitung satu kali susuan. Persoalan tentang batasan ukuran-ukuran 

raḍā’ah yang banyak terjadi ikhtilaf dikarenakan karena perbedaan 

istimbat hukum beserta dalil yang di gunakan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penilitian yang penyusun lakukan terhadap 

intensitas penyusuan dalam larangan perkawinan Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi 

Hukum Islam maka penyusun ingin memberikan saran yaitu: 

1. Dalam Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disitu tidak menjelaskan 

tentang kadar susuan dan yang lainnya, disini perlu dijelaskan secara 

terperinci atau diberi tambahan beberapa poin dalam pasal tersebut 

dengan menjelaskan pasal tentang syarat dan rukun tentang larangan 

perkawinan sepersusuan, fungsinya dalam penambahan pasal ini agar  

masyarakat  kalangan bawah sampai atas faham mengenai larangan 

spersusuan dan lebih hati-hati jika menyusui anak saudaranya atau 

tetangganya, begitu juga Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara 

sepersusuan ini langsung mengacu pada pasal tersebut. 

2. Begitu juga dalam penjelasan dari setiap pasal yang ada dalam Kompilasi 

Hukum Islam khusunya pada pasal 39 ayat 3 harus diperjelas dalam 

lampiran penjelasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penjelasan ini agar 

masyarakat awam tahu dengan jelas larangan-larangan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan dari 

pembentukan Kompilasi Hukum Islam tercapai. 
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Lampiran I 

No Hlm Fn Terjemahan 

   BAB I 

1 2 5 

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuan, 
saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara 
perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, 
anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang 
menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu. 

2 3 7 hubungan persususan itu menyebabkan keharaman seperti 
halnya hubungan kelahiran. 

3 12 22 Dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya dua tahun penuh 
bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. 

5 13 23 Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara 
sepersusuan 

6 14 26 

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuan, 
saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara 
perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, 
anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang 
menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu, dan ibu 
dari istri-istrimu, dan anak-anak isteri (anak tiri) mu yang 
dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, 
tetapi jika belum kamu campuri isterimu itu (dan sudah 
kamu carikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; 
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 
(menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudar, kecuali yang telah terjadi pada 
masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

7 15 27 Haram dari sepersusuan itu adalah (sama dengan) haram 
dari keturunan. 

8 16 29 Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik 
maslahat. 

   BAB II 

9 27 44 

Dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya dua tahun penuh 
bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya.dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara yang makruf. 



19 27 45 

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuan, 
saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara 
perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, 
anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang 
menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu. 

20 27 46 

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, 
lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak 
yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita 
yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, 
padahal seharusnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab 
Allah itu sangat keras. 

21 27 47 

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka upahnya; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan 
baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan 
lain boleh menuyusukan (anak itu) untuknya. 

22 28 48 

Dan kami cegah musa dari menyusui(nya) sebelum itu; 
maka berkatalah saudara musa, “maukah kamu akan 
tunjukan kepada ahlulbait yang akan memeliharanya 
untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya”. 

23 28 49 Hubungan persususan itu menyebabkan keharaman seperti 
halnya hubungan kelahiran. 

24 28 50 Tidak halal bagiku apa yang diharamkan sebab rada’ haram 
juga sebab nasab, dia adalah anak saudara sepersusuanku. 

25 28 51 

Nabi SAW, datang kepadaku, dan bersamaku pada seorang 
laki-laki Nabi SAW, berkata, “wahai ‘Aisyah, siapakah laki-
laki ini?” aku berkata, ‘ini adalah saudaraku sepersusuan.‘ 
Nabi SAW, berkata, “ wahai ‘Aisyah perhatikanlah saudara-
saudara laki-laki kalian (perempuan), karena sesungguhnya 
penyusuan harus karena (untuk menghilangkan) lapar. 

26 29 52 Satu dan dua hisapan (persusuan) tidak mengharamkan. 

27 29 53 

Semula persusuan yang menyebabkan kemahraman adalah 
sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat al-
Quran. Kemudian dihapus dan diganti menjadi lima kali 
susuan oleh ayat al-Quran yang kemudian. Lalu, setelah 



Rasulullah SAW wafat, maka lima kali susuan itulah 
menurut al-Quran  tadi dibaca. 

28 41 81 

Semula persusuan yang menyebabkan kemahraman adalah 
sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat al-
Quran. Kemudian dihapus dan diganti menjadi lima kali 
susuan oleh ayat al-Quran yang kemudian. Lalu, setelah 
Rasulullah SAW wafat, maka lima kali susuan itulah 
menurut al-Quran  tadi dibaca. 

   BAB III 

29 64 118 Haram dari sepersusuan itu adalah (sama dengan) haram 
dari keturunan. 

   BAB IV 

30 72 123 Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik 
maslahat. 

 

 



Lampiran III 

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA 

 

A. AS-SAYYID SĀBIQ 

Beliau adalah seorang ulma mesir yang memiliki reputasi Internasional 

dalam fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh 

Sunnah. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, 

Mesir pada tahun 1915 M. sejak tahun 1974 M beliau mendapat tugas di 

Universitas Ummul Qura, Makkah hingga sekarang 

 

B. BUKHĀRI  

Nama lengkapanya adalah Abi ‘Abdillah Muhammad Isma’il Ibn 

Ibrahim Mugirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim 

pada tahun 194 H/ 810 M. beliau merupakan seorang ulama besar dibidang 

hadis, yang telah menghafal berpuluh-puluh ribu hadis, beliau menulis kitab 

kumpulan hadis yang dinyatakan sebagai kitab paling sahih. 

 

C. IBN RUSYD 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn 

Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, lahir di Cardova. Beliau seorang dokter, ahli 

hukum dan filosof. Di barat ia dikenal sebagai Averrus. Ilmu yang ditekuninya 

meliputi fisika, kimia, logika, dan lain-lain. Karyanya yang terkenal dalam 

hukum Islam adalah Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid. 

 

D. IM ĀM ABU HANIFAH 

Nama lengkapanya adalah Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit bin Zufi 

at-Tamimi, lahir di Kufah pada tahun 80 H/754 M, pada masa pemerintahan al-

Qalid bin Abdul Malik. Beliau menjadi salah satu mujtahid yang banyak 

pengikutnya yang mengklaim diri mereka sebagai golongan Mazhab Hanafi. 



Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang berilmu, zuhud, 

tawaddu’ serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan 

jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim 

yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya tersebut dia 

dipenjarakan sampai akhir hayatnya. Diantara karya-karya beliau yang terkenal 

adalah al-Masuan (kitab hadis yang dikumpulkan oleh muridnya), al-Mukharrij 

(buku yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf 

salah seorang muridnya) dan Fiqh Akbar. Abu Hanifah meninggal pada tahun 

150 H/824 M, pada usia 70 Tahun dimakamkan di Kizra. 

 

E. IM ĀM MĀLIK BIN ANAS  

Imam Malik bin Anas ini merupakan panutan bagi mereka yang 

menamakan dirinya sebagai pengikut mazhab Maliki, mereka tersebar luas 

hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Malik sendiri dilahirkan di 

Madinah pada tahun 93 H/767 M. beliau merupakan salah satu ulama terkemuka 

terutama dalam bidang fiqh dan ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal 

hingga kini adalah kitab al-Muatta yang menjadi rujukan dalam bidang hadis 

dan fiqh. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun, pada tahun 179 H/853 M. 

 

F. IM ĀM SYAFI’I  

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 

Usman Syafi’i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy. Beliau lahir di Gazah pada 

bulan Rajab tahun 150 H/824 M, dan beliau wafat dimesir pada tahun 204 H/878 

M. beliau hafal al-Qur’an pada umur tujuh tahun dan pada umur sepuluh tahun 

berhasil hafal hadis al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi’i adalah sorang 

pemikir besar dalam hukum fikih yang menggabungkan aliran naqli dan ra’yu. 

Beliau juga adalah salah satu dari imam mazhab empat yang termasyhur. 

Pandangan-pandangan yang beliau kemukakakan di irak atau lebih tepatnya di 

Baghdad disebut Qaul Qadim sedangkan pandangan yang beliau kemukakan di 

Mesir adalah Qaul Jadid. 



 

G. IM ĀM AHMAD BIN HANBAL  

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin 

Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/838 M. 

dia merupakan salah satu ahli hadis yang handal yang banyak meriwayatkan 

hadis. Salah satu karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad bin Hanbal, 

sebuah karya besar dalm bidang hadis dan tafsir al-Qur’an, al-Tarikh, an-Nasikh 

wal-Mansukh. Pada masa pemerintahan al-Mutawakkil. Beliau meninggal pada 

usia 77 tahun di Baghdad pada tahun 241 H/915 M. sepeninggalnya, 

pemikirannya berkembang pesat diseluruh penjuru dunia yang memiliki banyak 

pengikut. 

 

H. WAHBAH ZUHAILI  

Nama lengkapnya adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Lahir di 

Dayr’atiyah, bagian dari damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan 

madrasah ibtidaiyyah dan kuliah as-Syar’iyyah di Damaskus, beliau melanjutkan 

pendidikannya di fakultas syari’ah di Universitas al-Azhar Cairo. Kemudian 

beliau menjadi dosen di Damaskus dan mengisi aktifitasnya dengan mengajar, 

menulis dan pembimbing. Sebagai seorang ahli fiqh dan ushul fiqh, Wahbah 

telah banyak menulis kitab diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqhu al-

Islāmī wa Adillatū 



Lampiran III 

CURRICULUM VITAE 

 

A. Identitas 

Nama Lengkap  : Ahmad Mun’im 

Tempat & tanggal Lahir : Cirebon, 16 November 1990 

Nama Ayah  : H. Zakaria 

Nama Ibu   : Hj. Hindun 

Alamat Asal  : Ds. Jagapura Kec. Gegesik Kab. Cirebon 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Agama   : Islam  

Motto Hidup  : � أ�����	س�ّ  

e-mail   : ahmed.munim@yahoo.com 

Alamat : Wisma Sincan Pedak Baru, Banguntapan. Bantul, 

DIY 

HP    : 085735600147 

 
 

B. Latar Belakang Pendidikan 

� Pendidikan Formal  : SD Jagapura Kulon I 2003/2004 

  : MTsN Tambakberas Jombang 2005/2006 

  : MMA Muallimin Tambakberas Jombang 

2011/2012 

  : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2015 

� Pengalaman Organisasi 

  : OSIS MMA Muallimin Tambakberas jombang 

  : ISKC (Ikatan santri dan alumni karesidenan 

Cirebon) 



  : PMII Rayon Ashram Bangsa F. Syari’ah dan 

Hukum     UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

  : BEM-F Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 
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